BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan telah dihasilkannya data dan infomasi pada hasil penelitian, baik melalui
wawancara, telaah dokumen, maupun dengan observasi. Dengan mengacu terhadap
rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan
1. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran belum optimal dalam rangka

memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja disebabkan oleh BPOM beberapa faktor,

antara lain:

a. Tidak terdapat konsistensi dalam penyusunan Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran. Hal ini terlihat dari perbedaan penerapan sasaran strategis dan
sasaran kegiatan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
Kinerja, sehingga membuat rumusan RSPP tidak memberikan informasi yang jelas
dan belum sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman RSPP dan kriteria-
kriteria indikator instrumen PBK

b. Tidak adanya pedoman RSPP yang detil oleh kemenkeu dan Bappenas membuat
BPOM dalam mengimplementasikan ruang lingkup redesain sesuai instrumen
yang mendukung PBK masih banyak terdapat ketidaktepatan penempatan
redesain.

c. Belum adanya kerangka logis (logical framewok) dalam penyusunan perencanaan
jangka menengah (Renstra) BPOM, sehingga saat penerapan RSPP banyak
terdapat informasi kinerja dan indikator kinerja berupa sasaran strategis yang
tidak terkait dengan sasaran program, yang berdampak tidak adanya output yang
menunjang langsung pencapaian sasaran strategis tersebut, dan terdapat sasaran
kegiatan yang tidak memiliki anggaran. Padahal dengan adanya RSPP diharapkan
informasi kinerja sudah teridentifikasi kebutuhan anggaranya. Penerapan RSPP
pada level Rincian Output yang juga belum menggunakan struktur standar biaya,

sehingga menyebabkan standar Biaya sebagai salah satu instrumen PBK ada
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2.

belum efisien, hal ini terlihat masih terdapatnya fenomena budgetary slack dalam
proses penyusunan anggaran di awal. Sehingga banyak terdapat anggaran
pendukung yang tidak terkait langsung dengan ketercapaian RO, serta diperkuat
hasil analis efisiensi dengan Metode DEA yang memperlihatkan masih banyak
satker di BPOM yang belum efisien.

d. Pada faktor Evaluasi kinerja satker yang tidak efisien terlihat pimpinan satker
belum menjelaskan hubungan antara output yang diampu oleh unit terhadap visi
dan misi organisasi melalui sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra
kepada SDM satker, sehingga pada saat pelaksanaan dan penyusunan RSPP
belum memperkuat PBK di satker-satker BPOM.

Berdasarkan temuan hasil penelitian pada kesimpuan pertama. Perbaikan redesain

sistem perencanaan dan penganggaran dirumuskan untuk mengoptimalkan penerapan

RSPP dalam memperkuat PBK di BPOM. perbaikan berisi terkait strategi perbaikan

dan penyempurnaan instrumen PBK sesuai kaidah-kaidah RSPP, strategi penggunaan

struktur standar biaya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. serta
merumuskan model integrasi BSC dengan logical frameworks dalam perencanaan

jangka panjang Renstra BPOM Tahun 2025-2029

B. Saran

Atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang dihasilkan

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Perlunya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan RSPP dalam proses
perencanaan dan penganggaran agar mampu memperkuat penganggaran berbasis
kinerja di BPOM. Perbaikan dapat dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

e. Perbaikan jangka pendek dilakukan dengan redesain ormasi Kinerja Program dan
Kegiatan untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 dan 2025,
sesuai kaidah-kaidah RSPP. Redesain dilakukan terutama dengan membatasi
jumlah sasaran kegiatan agar tidak melebihi jumlah sasaran program, dan
memilih sasaran kegiatan yang bener-bener mendukung pencapaian sasaran

program.
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f. Solusi jangka panjang, adalah melakukan integrasi BSC ke dalam Logical
framework penyusunan Renstra BPOM Tahun 2025-2029.

2. Agar dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
BPOM agar menggunakan Struktur Standar Biaya, dan lebih banyak mengusulkan
Standar Biaya Keluaran, baik itu Standar Biaya Keluaran Umum maupun Standar
Biaya Keluaran Khusus. Penggunaan Struktur Standar biaya akan memperjelas
hubungan biaya langsung dan biaya tidak langusng terhadap pencapaian suatu output.

3. BPOM dalam evaluasi kinerja agar melakukan analisis kelebihan dan kekurangan
dalam pencapaian target kinerja, dilengkapi dengan tools evaluasi kinerja dengan
menggunakan Model EFQM. Model evaluasi kinerja EFQM bisa memotret dari
faktor kriteria kinerja (enablers) (kepemimpinan, SDM, kebijakan dan strategi,
kemitraan dan Sumberdaya, proses) faktor kriteria hasil (results) kepuasan pelanggan,
kepuasan SDM, dampak terhadap masyarakat, dan hasil kinerja utama. Sehingga
evaluasi yang dihasilkan komprehensif dan bisa menjadi dasar untuk pengambil
kebijakan dalam memutuskan kebijakan ke depannya.

4. BPOM dalam perancangan Renstra 2025-2024 agar berkolaborasi dengan para
pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait,
agar tujuan dan sasaran strategis yang di rumuskan bisa memenuhi harapan publik.
Kolaborasi dilakukan dengan mengadakan FGD dalam bentuk konsultasi publik,
masing-masing unit eselon 1 menjaring masukan melalui kanal-kanal media yang ada,
bisa melalui pertemuan langsung, pertemuan daring dan bisa menyebarkan kuisioner
kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi dengan para pakar juga dilakukan
dengan membentuk tim pakar yang bisa berisikan pakar-pakar kebijakan, akademisi,

pakar kesehatan, ekonomi, hukum, dll yang terkait dengan tusi BPOM.

Selain beberapa hal diatas, peneliti juga membuat policy brief yang ditujukan
kepada Kepala Badan POM, dalam rangka peningkatan penganggaran berbasis kinerja di
BPOM. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan peneliti menyarankan untuk penelitian
selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dengan memperhatikan alokasi anggaran

pemerintah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), karena dalam RSPP salah satu
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tujuannya adalah mensinkronkan Belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama

penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).
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